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Abstrak
 

___________________________________________________________________                  

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di 

Kepolisian Kabupaten Malaka (Studi Kasus Polres Malaka). Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh masih tingginya angka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, 

khususnya di Kabupaten Malaka, yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak 

hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap TPPO oleh Kepolisian Kabupaten Malaka serta hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

mendalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap TPPO dan mengidentifikasi berbagai 

kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Polres Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir masih terjadi beberapa kasus TPPO di 

Kabupaten Malaka. Pelaksanaan penegakan hukum menghadapi kendala internal berupa 

keterbatasan sarana prasarana, seperti kendaraan operasional dan teknologi, serta kendala 

eksternal berupa minimnya keterangan dari saksi dan rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat. Meskipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanganan TPPO, 

efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya 

penguatan sumber daya kepolisian serta peningkatan kerja sama antara kepolisian, 

pemerintah daerah, dan masyarakat guna menanggulangi TPPO secara lebih efektif. 

Abstract 
This research is entitled Law Enforcement against the Crime of Human Trafficking at the 

Malaka District Police (A Case Study of Malaka Police Resort). This study is motivated by 

the persistently high incidence of human trafficking crimes in Indonesia, particularly in 

Malaka Regency, which requires serious attention from law enforcement authorities. The 

research focuses on the implementation of law enforcement against human trafficking 

crimes and the obstacles faced by the police in carrying out such enforcement. The purpose 

of this study is to examine the implementation of law enforcement against human 

trafficking crimes and to identify the challenges encountered by the Malaka District Police. 

The research method employed is an empirical legal research approach, using data 

collection techniques through interviews and direct field observations. The research was 

conducted at the Malaka Police Resort in East Nusa Tenggara Province. The findings 

indicate that several cases of human trafficking have occurred in Malaka Regency over the 

past three years. Law enforcement efforts face internal constraints, including limited 

facilities such as operational vehicles and technology, as well as external constraints, such 

as insufficient witness testimony and low public legal awareness. Although the police have 

made efforts to address human trafficking cases, their effectiveness still needs 

improvement. The study concludes that strengthening police resources and enhancing 

collaboration among the police, local government, and the community are essential to 

combat human trafficking more effectively. 
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PENDAHULUAN 

Perdagangan orang (trafficking) adalah suatu bentuk eksploitasi di mana seseorang di perdagangkan 

dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan 

secara moderen, dalam tingkat nasioanal dan Internasional. Dengan berkembangnya teknologi 

informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia  semakin 

canggih. perdagangan orang bukan kejahatan biasa (extra ordenary), terorganisir (organized), dan 

lintas neegara (transnational), sehingga dapat dikatakan sebagai transnatianal organized crime. 

demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang 

menjerat pelaku. Perdagangan orang melibatkan penjualan dan eksploitasi individu, seringkali dengan 

cara yang sangat kejam dan merendahkan martabat manusia. Kasus-kasus perdagangan orang dapat 

mencakup perbudakan seksual, kerja paksa, dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya.1  

Kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dianggap melanggar 

norma masyarakat. dalam KUHP, tidak ada penjelasan yang menyebutkan secara langsung apa itu 

kejahatan, hanya memberikan gambaran tentang tindakan-tindakan yang bisa dianggap sebagai 

kejahatan. 

       Pelaku kejahatan memiliki motif yang berbeda-beda dan tidak mempertimbangkan faktor moral 

sebagai pedoman tindakannya ketika melakukan perbuatan tersebut. Banyak hal yang membuat 

masyarakat mengabaikan pentingnya hidup bersama dalam masyarakat sehingga terjadi masalah dan 

hal buruk di kemudian hari. Faktor-faktor seperti faktor ekonomi, rendahnya pengetahun, kurangnya 

perhatian, kemerosotan moral, kemerosotan nilai kemanusiaan, dan kemajuan teknologi adalah 

beberapa penyebab terjadinya keadaan ini. 

  Peraturan perdagangan orang dalam perundang-undangan di Indonesia pertama kali disebutkan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan mengenai larangan perdagangan 

Orang tersebut diatur dalam Pasal 297 KUHP yang hanya menyebutkan mengenai perdagangan 

perempuan dan anak laki-laki. 

 Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa ; Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang 

belum dewasa diancam dengan pidana penjara enam tahun.2 

Perdagangan manusia merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan penderitaan bagi 

korbannya. Tidak hanya itu, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi 

korban karena kondisi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Pemerintah Indonesia sangat peduli 

dengan isu ini dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi hak asasi manusia, 

termasuk menandatangani perjanjian internasional tentang pemberantasan perdagangan orang. 

Dengan dibentuknya pengaturan khusus tentang perdagangan orang, pemerintah indonesia semakin 

menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah ini. Sehingga pada tanggal 19 april 2007, 

disahkan sebuah undang-undang tentang perdagangan orang dalam undang-undang no. 21 tahun 2007 

tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UUPTPPO).3 

       Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (UU No. 21/2007) adalah dasar hukum di Indonesia untuk menangani dan memberantas 

 
1 Farhana, (2010). Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9 
2 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
3 Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UURIPTPPO) 
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perdagangan orang. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa unsur penting yang menjadi dasar 

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Berikut adalah empat unsur 

utama dalam UU No. 21/2007: 

1. Unsur Pelaku. 

   Unsur Pelaku, dalam hal ini tentu yang dimaksud dengan pelaku adalah setiap orang dan 

korporasi. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah orang perseorangan. Dan 

korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini, unsur 

pelaku tindak pidana perdagangan orang mengalami perkembangan, tidak lagi hanya merujuk kepada 

setiap orang atau korporasi, namun juga disebutkan adanya kelompok terorganisir dan penyelenggara 

sebagai unsur pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

2. Unsur Tindakan. 

 Unsur Proses/Tindakan, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan 

merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima korban. Dapat dikatakan sewaktu 

pelaku sudah mendapatkan korbannya, unsur proses/tindakan merupakan langkah selanjutnya yang 

dilakukan untuk meneruskan kejahatannya. Proses/tindakan ini tentu sudah didesain dengan sedemkian 

rupa sehingga tujuan akhir dari perbuatannya dapat terlaksana.  

3. Unsur Cara/modus.  

       cara/modus yang digunakan dalam hal ini tentu meliputi ; ancaman kekerasan, kekerasan, 

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang 

untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa mereka. Hal ini menjadi unsur yang 

paling penting untuk mensukseskan tindak pidana ini. 

4. Unsur Tujuan/Akibat. 

 Tujuan/akibat, setelah unsur-unsur sebelumnya terpenuhi maka pada akhirnya pelaku 

mengeksploitasi atau menyebakan korban terekploitasi untuk keuntungan financial pelaku sendiri. 

Eksploitasi dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan 

kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau 

bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau 

transplantasi organ tubuh. 

Undang-undang ini juga mengatur sanksi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk 

melindungi korban dan memberantas jaringan perdagangan orang. Dengan fokus pada keempat unsur 

ini, UU No. 21/2007 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban dan 

meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perdagangan orang.4 

Kabupaten Malaka masi ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut, tentu saja 

faktornya bervariasi dan rumit. Faktor-faktor ini termasuk dalam pembangunan yang tidak merata, 

tingkat pengangguran yang tinggi, penegakan hukum yang lambat dan lemah, kurangnya pendidikan 

dan sosialisasi baik di sektor layanan publik maupun ketenagakerjaan.    

 Lemahnya penegakan hukum terkait dengan perdagangan orang menjadi salah satu faktor 

penyumbang meningkatnya praktik perdagangan orang. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

sosial sebagai hakikat yang semestisnya diwujudkan dalam penegakan hukum nyatanya belum 

 
4 Paul Sinlaeloe, (2017), Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penerbit Sinar Grafika. Hlm 3 
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terwujud secara optimal. Kekonsistenan dan keterpaduan dalam penegakan hukum akan membawa 

kemanfaatan bagi masyarakat, masyarakat akan percaya dengan aparat penegak hukum dan 

menganggap bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya sekedar bualan belaka sehingga 

masyarakat pada akhirnya akan memberikan dukungan terhadap lembaga penegak hukum. 

 Kabupaten Malaka masih sangat rentang terjadi tindak pidana perdagangan orang, pada tanggal 7 

juni 2023, polres Malaka menangkap pelaku Tindak pidana perdagangan orang di kediamannya, para 

calon Pekerja Miggran Indonesia (PMI) illegal itu di rekrut dari kabupaten Malaka dan kabupaten Belu 

dalam kurun waktu delapan bulan.  Pelaku mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 hingga Rp. 

5.000.000 per orang. Pelaku melakukan praktiknya dengan mengajak para calon PMI illegal bertemu 

langsung dan jika ada yang ingin bekerja pelaku akan memberikan uang kepada para orang tua calon 

PMI sebesar Rp. 5.000.000 per orang, dan para calon PMI  illegal, dijanjikan akan bekerja di malaysia 

sebagai cleaning cervice, pengasu bayi, dan pelayan pelayan restoran dengan upah 3,9 juta.  

Maka dari salah satu kasus di atas, berikut ini adalah tabel kasus tindak pidana perdagangan orang 

berdasarkan data dari kepolisian kabupaten Malaka pada Tahun 2023-2025. 

Tabel 1. Kasus TPPO Di Polres Malaka 

N

o. 

Tahun Jumlah kasus Tahap 

P21 Lidi

k 

1 2023 6 4 2 

2 2024 - - - 

3 2025 - - - 

         Sumber Data UNIT TIPIDTER Polres Malaka 2025 

   Dari tabel di atas tiga tahun belakangan ada beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang 

yang terjadi di Kabupaten Malaka dan yang paling banyak terjadi ialah tahun 2023 dengan 6 kasus 

TPPO sedangkang tahun 2024 dan tahun 2025 masih belum ada laporan kasus TPPO. 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu: untuk mengetahui pelaksanaan penegakan 

hukum terhadap Tindak Pidana   Perdagangan Orang di kepolisian kabupaten Malaka (Polres Malaka), 

untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang di kepolisian kabupaten Malaka (Polres Malaka). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang 

akurat dalam suatu penelitian. Metode ini digunakan sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Kabupaten Malaka (Polres Malaka). Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Malaka merupakan salah satu wilayah yang rawan 

terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sehingga relevan untuk diteliti. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu 

penelitian yang mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam praktik di masyarakat. Penelitian 

ini difokuskan pada peran dan kinerja institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana perdagangan orang. 



  JURNAL LONTAR HUKUM │Vol. 1 No. 2 September 2025 │ Hal. 31-44 

 

 

35 
Derifki Aryanto Seran, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan   Orang Di Kepolisian Kabupaten 

Malaka Studi Kasus (Polres Malaka)  

 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara objektif pelaksanaan penegakan 

hukum serta kondisi nyata yang terjadi di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh 

aparat kepolisian. 

Penelitian ini meninjau dua aspek utama, yaitu: 

a. Aspek substansi hukum, meliputi penerapan peraturan perundang-undangan, prosedur hukum, dan 

pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Polres Malaka. 

b. Aspek tantangan dan hambatan, yang mencakup hambatan internal seperti keterbatasan personel, 

sarana, dan pelatihan, serta hambatan eksternal seperti kurangnya dukungan masyarakat dan kerja 

sama dengan lembaga lain. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Polres Malaka melalui wawancara dengan 

anggota Satuan Reserse Kriminal terkait penanganan TPPO. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, 

jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Tindak 

Pidana Tertentu Polres Malaka sebagai responden utama. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah dua orang penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Polres 

Malaka. Karena jumlah populasi terbatas, seluruh populasi dijadikan responden penelitian. 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengaitkan data lapangan 

dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk 

uraian deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap 

tindak pidana perdagangan orang di Polres Malaka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Kabupaten 

Malaka ( Polres Malaka) 

       Penegaikain huikuim pidainai aidailaih uipaiyai uintuik menerjemaihkain dain mewuijuidkain keinginain-

keinginain huikuim pidainai menjaidi kenyaitaiain, yaiitui huikuim pidainai aidailaih keseluiruihain daisair dain aituirain 

yaing diainuit oleh negairai dailaim kewaijibainnyai uintuik menegaikkain huikuim yaikni dengain melairaing aipai 

yaing bertentaingain dengain huikuim dain mengenaikain nestaipai (penderitaiain) kepaidai yaing melainggair 

lairaingain tersebuit. Penegaikain huikuim meruipaikain suiaitui uisaihai uintuik mewuijuidkain ide-ide keaidilain, 

kepaistiain huikuim dain kemainfaiaitain sosiail menjaidi kenyaitaiain. Jaidi penegaikain huikuim paidai haikikaitnyai 

aidailaih proses perwuijuidain ide-ide. Penegaikain huikuim aidailaih proses dilaikuikainnyai UIpaiyai tegaiknyai aitaiui 

berfuingsinyai normainormai huikuim secairai nyaitai sebaigaii pedomain pelaikui dailaim lailui lintais aitaiui 

huibuingain-huibuingain huikuim dailaim kehiduipain bermaisyairaikait dain bernegairai.Penegaikain huikuim 

meruipaikain uisaihai uintuik mewuijuidkain ide-ide dain konsep-konsep huikuim yaing dihairaipaikain raikyait 

menjaidi kenyaitaiain.5 

 
5 Amir Nurhidaya, Dkk,(2024) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Diwilaya 

Kepolisian Sulawesi Tengah, Jurnal Ilmu Aktualital Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol, 1 Hlm 215 
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       Penegaikain huikuim meruipaikain baigiain dairi sistem huikuim formail, yaing berairti pelaiksainaiain huikuim 

hairuis mengikuiti aituirain huikuim yaing suidaih ditetaipkain. Tuijuiain uitaimai dairi penegaikain huikuim aidailaih 

uintuik menciptaikain keaidilain, kepaistiain huikuim, dain kemainfaiaitain baigi maisyairaikait. Dailaim konteks ini, 

penegaikain huikuim yaing dimaiksuid aidailaih yaing dilaikuikain oleh kepolisiain, kairenai merekai beraidai di 

gairis depain dailaim menaingaini berbaigaii bentuik kejaihaitain. 

             Kepolisiain memiliki perain penting sebaigaii lembaigai pertaimai yaing menaingaini kaisuis pidainai. 

Merekai memiliki wewenaing uintuik menyelidiki, menyidik, menaingkaip, dain menaihain pelaikui 

kejaihaitain. Dailaim praiktiknyai, aidai bainyaik jenis tindaik pidainai yaing hairuis ditaingaini polisi, baiik yaing 

diaituir dailaim KUIHP (Kitaib UIndaing-UIndaing Huikuim Pidainai) maiuipuin yaing diaituir secairai khuisuis dailaim 

uindaing-uindaing tersendiri. Tindaik pidainai sendiri meruipaikain persoailain sosiail yaing tidaik muidaih 

diberaintais, meskipuin suidaih dilaikuikain berbaigaii uipaiyai seperti pencegaihain, penindaikain, hinggai 

pemuilihain. 

       Sailaih saitui contoh kejaihaitain yaing diaituir secairai khuisuis aidailaih Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing 

(TPPO). Kejaihaitain ini diaituir dailaim UIndaing-UIndaing Nomor 21 Taihuin 2007 tentaing Pemberaintaisain 

TPPO. Dailaim kaijiain huikuim, TPPO termaisuik dailaim kaitegori huikuim pidainai khuisuis kairenai aituirain dain 

penaingainainnyai berbedai dairi huikuim pidainai uimuim (KUIHP). Hail ini juigai diperkuiait oleh Paisail 103 

KUIHP, yaing mengizinkain aidainyai huikuim pidainai di luiair KUIHP uintuik menaingaini kejaihaitain tertentui 

secairai lebih khuisuis. 

       TPPO aidailaih kejaihaitain seriuis kairenai menyaingkuit pelainggairain terhaidaip haik aisaisi mainuisiai 

(HAIM) sertai menghinai nilaii kemainuisiaiain dain mairtaibait mainuisiai. Saiait ini, TPPO tidaik hainyai terjaidi di 

dailaim negeri tetaipi juigai melibaitkain jairingain kejaihaitain lintais negairai, baiik yaing terorgainisir maiuipuin 

tidaik. Maikai dairi itui, TPPO menjaidi aincaimain nyaitai baigi keaimainain sosiail, naisionail, sertai nilaii-nilaii 

kehiduipain maisyairaikait. 

       UIntuik itui, laingkaih-laingkaih pencegaihain dain penindaikain hairuis dilaikuikain secairai menyeluiruih, 

termaisuik dengain cairai melinduingi korbain, menghuikuim pelaikui, dain menjailin kerjai saimai dengain 

berbaigaii pihaik. UIpaiyai ini hairuis berlaindaiskain nilaii-nilaii morail, kesepaikaitain naisionail dain internaisionail, 

sertai dilaikuikain sejaik dini aigair perdaigaingain oraing bisai dicegaih dain diberaintais secairai maiksimail. 

       UIntuik mengetaihuii baigaiimainai permaisailaihain mengenaii Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing sertai 

baigaiimainai uipaiyai penegaikain huikuim tingkait pertaimai yaing dilaikuikain, penuilis melaikuikain penelitiain Ke 

Kepolisiain Resor Mailaikai, Tepaitnyai UInit Tindaik Pidainai Tertentui (TIPIDTER), Saituiain Reskrim Polres 

Mailaikai, Dailaim Rentaing Waiktui 2023 - 2025, Telaih Terjaidi Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing Di 

Kepolisiain Resor Mailaikai Sebaigaii Berikuit: 

Tabel 3. Kasus TPPO Di Polres Malaka. 

No Taihuin Juimblaih Kaisuis Taihaip 

P21 Lidik 

1 2023 6 4 2 

2 2024 - - - 

3 2025 - - - 

          Suimber Daitai UINIT TIPIDTER Polres Mailaikai 

       Dairi taible di aitais kitai mengetaihuii baihwaih aingkai tindaik pidainai perdaigaingain oraing di kaibuipaiten 

Mailaikai cuikuip bainyaik, dain bentuik tindaik pidainai perdaigaingain oraing yaing sering di taingainni kepolisiain 
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Resor Mailaikai yaiitui memperjuiail belikain oraing uintuik dijaidikain pekerjai migrain ilegai. Menuiruit Bainit 2 

Tipidter, Brigaidier Polisi Krisaintuis Briai paidai taingail 17 Mairet 2025. 

       Menuiruit Bainit 1 UInit Tindaik Pidainai Tertentui (TIPIDTER),  Esai Defriyaindi Paidai tainggail 19 

Mairet 2025 dain daitai yaing dihimpuin oleh lembaigai perlinduingain pekerjai migrain, Kaibuipaiten Mailaikai 

mencaitaitkain aingkai tertinggi dailaim kaisuis Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing di seluiruih Provinsi Nuisai 

Tenggairai Timuir. Faiktai ini menuinjuikkain baihwai permaisailaihain perdaigaingain oraing suidaih menjaidi 

persoailain seriuis  di daieraih Kaibuipaiten mailaikai. Penyebaib uitaimainyai tidaik hainyai terbaitais paidai 

minimnyai laipaingain pekerjaiain aitaiui rendaihnyai tingkait pendidikain, tetaipi juigai kairenai sistem perekruitain 

yaing saingait dekait dengain reailitais sosiail maisyairaikait. Dailaim bainyaik kaisuis, pairai korbain direkruit oleh 

oraing-oraing yaing merekai kenail secairai pribaidi, seperti temain, tetainggai, ainggotai keluiairgai, baihkain 

saiuidairai kainduing. 

       Model perekruitain yaing berbaisis paidai relaisi sosiail ini menjaidikain maisyairaikait lebih muidaih percaiyai 

terhaidaip taiwairain-taiwairain pekerjaiain yaing sebenairnyai bersifait mainipuilaitif. Merekai keraip dijainjikain 

pekerjaiain yaing menjainjikain gaiji tinggi, tempait kerjai yaing aimain dain nyaimain, sertai aikomodaisi yaing 

laiyaik. Selaiin itui, kemuidaihain dailaim proses keberaingkaitain, seperti tainpai perlui menguiruis dokuimen 

resmi aitaiui melewaiti proses pelaitihain dain sertifikaisi, juistrui menjaidi daiyai tairik tersendiri baigi pairai 

cailon korbain. Saiyaingnyai, kemuidaihain tersebuit juistrui membaiwai merekai ke dailaim jairingain 

perdaigaingain oraing yaing berbaihaiyai dain eksploitaitif. 

       Moduis-moduis yaing diguinaikain pelaikui saingait beraigaim, naimuin kebainyaikain mengaindailkain iming-

iming kesejaihteraiain dain kemuidaihain aidministraitif. Baigi maisyairaikait yaing hiduip dailaim keterbaitaisain 

ekonomi dain memiliki impiain uintuik memperbaiiki naisib, taiwairain semaicaim itui saingait menggodai. 

Paidaihail, dibailik jainji mainis tersebuit tersembuinyi risiko besair seperti kerjai paiksai, kekeraisain fisik 

maiuipuin psikis, sertai pelainggairain haik-haik daisair sebaigaii pekerjai dain mainuisiai. 

       Situiaisi ini menjaidi taintaingain besair baigi pemerintaih, aipairait penegaik huikuim, sertai lembaigai-

lembaigai perlinduingain migrain uintuik teruis meningkaitkain uipaiyai pencegaihain, eduikaisi maisyairaikait, sertai 

penegaikain huikuim terhaidaip pelaikui Tindaik pidainai perdaigaingain oraing, teruitaimai yaing beraisail dairi 

lingkuingain terdekait korbain. Diperluikain pendekaitain yaing menyentuih aikair permaisailaihain, termaisuik 

pemberdaiyaiain ekonomi maisyairaikait desai, pendidikain vokaisionail, dain pembainguinain sistem migraisi 

aimain yaing muidaih diaikses oleh seluiruih laipisain Maisyairaikait. 

       Keterlibaitain sejuimlaih individui sebaigaii korbain dailaim kaisuis Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing 

(TPPO) yaing mengguinaikain moduis pengirimain Pekerjai Migrain Indonesiai (PMI) secairai non-proseduirail 

aitaiui ilegail, tidaik terjaidi tainpai sebaib. AIdai sejuimlaih faiktor yaing mendorong kondisi tersebuit.  Paidai 

taingail 13 Mairet 2025 Menuiruit keteraingain Brigaidir Polisi Krisaintuis Briai, S.T., yaing bertuigais sebaigaii 

penyidik paidai UInit Tindaik Pidainai Tertentui (TIPIDTER), terdaipait beberaipai aispek uitaimai yaing menjaidi 

penyebaib uitaimai terjaidinyai TPPO yaing menjerait pairai korbain. Faiktor-faiktor tersebuit aintairai laiin:  

1. Faiktor Ekonomi: Kemiskinain sebaigaii AIkair Permaisailaihain 

       Sailaih saitui faiktor pailing mendaisair yaing mendorong terjaidinyai TPPO di Kaibuipaiten Mailaikai 

aidailaih kondisi ekonomi maisyairaikait yaing tergolong lemaih. Sebaigiain besair penduiduik 

Kaibuipaiten Mailaikai menggaintuingkain hiduipnyai paidai sektor pertainiain traidisionail, peternaikain, 

aitaiui pekerjaiain informail yaing tidaik staibil. Saiyaingnyai, haisil pertainiain dain peternaikain ini sering 

kaili hainyai cuikuip uintuik memenuihi kebuituihain daisair sehairi-hairi dain jairaing memberikain 

keuintuingain finainsiail yaing memaidaii uintuik menaibuing aitaiui meningkaitkain tairaif hiduip. 
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       Situiaisi ekonomi seperti ini membuiait maisyairaikait beraidai dailaim posisi yaing saingait rentain 

terhaidaip taiwairain-taiwairain pekerjaiain dairi luiair negeri yaing menjainjikain gaiji besair dain 

kehiduipain lebih baiik. Pelaikui perdaigaingain oraing memainfaiaitkain situiaisi tersebuit dengain 

mengiming-imingi cailon korbain berbaigaii bentuik keuintuingain maiteriail yaing taimpaik 

menggiuirkain, seperti gaiji tinggi, pekerjaiain ringain, dain faisilitais tempait tinggail yaing nyaimain. 

Dailaim bainyaik kaisuis, taiwairain ini diberikain tainpai memintai biaiyai aiwail, dain hail tersebuit 

semaikin menairik baigi maisyairaikait yaing memaing tidaik memiliki dainai uintuik penguiruisain 

keberaingkaitain secairai legail. 

       Faiktor ekonomi ini juigai memicui tekainain sosiail dailaim keluiairgai. Bainyaik oraing tuiai 

berhairaip ainaik-ainaik merekai bisai bekerjai di luiair negeri uintuik membaintui menopaing kebuituihain 

keluiairgai. Dailaim kondisi seperti ini, taiwairain kerjai dairi pihaik perekruit ilegail sering kaili 

diainggaip sebaigaii kesempaitain emais, tainpai mempertimbaingkain risiko yaing menyertaiinyai. 

2. Faiktor Kuiraingnyai Laipaingain Pekerjaiain di Daieraih Kaibuipaiten Mailaikai 

       Selaiin kemiskinain, maisailaih keterbaitaisain laipaingain pekerjaiain di Kaibuipaiten Mailaikai juigai 

menjaidi faiktor pendorong terjaidinyai TPPO. Kaibuipaiten ini tergolong sebaigaii wilaiyaih yaing 

maisih dailaim taihaip pengembaingain, dengain infraistruiktuir dain sektor induistri yaing beluim 

berkembaing optimail. AIkibaitnyai, peluiaing kerjai yaing tersediai di dailaim daieraih saingait terbaitais, 

baiik baigi luiluisain sekolaih daisair, menengaih, maiuipuin tinggi. 

       Bainyaik generaisi muidai yaing telaih menyelesaiikain pendidikain meraisai kesuilitain uintuik 

mencairi pekerjaiain yaing laiyaik di kaimpuing hailaimain. Kondisi ini diperbuiruik dengain minimnyai 

prograim pelaitihain kerjai dain keteraimpilain yaing bisai membuikai jailain baigi merekai uintuik 

memuilaii uisaihai maindiri aitaiui terlibait dailaim sektor produiktif laiinnyai. Keaidaiain ini membuiait 

maisyairaikait, khuisuisnyai generaisi muidai, melihait migraisi ke luiair negeri sebaigaii saitui-saituinyai cairai 

uintuik memperoleh penghaisilain. 

       Ketikai kesempaitain kerjai di dailaim negeri tidaik tersediai, maikai maisyairaikait dengain muidaih 

menerimai taiwairain dairi aigen aitaiui cailo yaing menjainjikain pekerjaiain di luiair negeri. Baihkain jikai 

proses keberaingkaitain itui tidaik saih aitaiui tidaik resmi, bainyaik yaing tetaip mengaimbil risiko 

tersebuit kairenai diainggaip lebih baiik dibaindingkain bertaihain di daieraih tainpai kejelaisain pekerjaiain. 

Inilaih celaih yaing sering dimainfaiaitkain oleh pelaikui TPPO uintuik menjailainkain praiktik rekruitmen 

ilegail secairai terseluibuing. 

 

3. Faiktor Minimnyai Pengetaihuiain Tentaing Proseduir Migraisi sebaigaii PMI 

       Faiktor ketigai yaing saingait penting aidailaih kuiraingnyai pemaihaimain maisyairaikait tentaing 

proseduir legail menjaidi Pekerjai Migrain Indonesiai (PMI). Bainyaik cailon PMI di Kaibuipaiten 

Mailaikai yaing tidaik memiliki informaisi yaing cuikuip mengenaii proses legail migraisi kerjai ke luiair 

negeri, seperti syairait dokuimen, pelaitihain, sertifikaisi, dain lembaigai resmi yaing hairuis dilailuii 

sebeluim bisai beraingkait. AIkibaitnyai, merekai lebih muidaih percaiyai kepaidai individui aitaiui pihaik 

yaing menaiwairkain jailain pintais uintuik bekerjai di luiair negeri. 

       Proseduir resmi uintuik menjaidi PMI memaing melibaitkain proses aidministraisi yaing cuikuip 

painjaing dain terkaidaing membinguingkain, teruitaimai baigi maisyairaikait yaing berpendidikain rendaih 

dain tinggail di desai terpencil. Muilaii dairi penguiruisain paispor, visai kerjai, kontraik kerjai, hinggai 

jaiminain perlinduingain huikuim dain sosiail semuiai ini jairaing dipaihaimi secairai menyeluiruih oleh 
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cailon pekerjai. Bainyaik dairi merekai tidaik taihui baihwai pemerintaih Indonesiai melailuii BP2MI 

(Baidain Pelinduingain Pekerjai Migrain Indonesiai) dain BP3MI (Bailaii Pelaiyainain Pelinduingain 

Pekerjai Migrain Indonesiai) menyediaikain jailuir aimain dain saih uintuik migraisi kerjai. 

       Kuiraingnyai aikses terhaidaip informaisi ini disebaibkain oleh terbaitaisnyai kegiaitain sosiailisaisi 

dairi pihaik berwenaing, rendaihnyai penetraisi mediai informaisi di desai-desai, dain kuiraingnyai 

tenaigai penyuiluih migraisi aimain di tingkait desai aitaiui kecaimaitain. Ketikai maisyairaikait tidaik 

memiliki pengetaihuiain yaing memaidaii, maikai merekai menjaidi saingait rentain terhaidaip praiktik 

penipuiain dain perekruitain ilegail. 

       Bainyaik kaisuis di mainai cailon PMI diberaingkaitkain ke luiair negeri dengain dokuimen pailsui, 

aitaiui baihkain tainpai dokuimen saimai sekaili. Merekai dijainjikain pekerjaiain di sektor yaing laiyaik, 

naimuin paidai kenyaitaiainnyai mailaih mengailaimi eksploitaisi, tidaik dibaiyair, disiksai, aitaiui baihkain 

tidaik daipait kembaili ke tainaih aiir. Kuiraingnyai pengetaihuiain ini menjaidikain merekai tidaik maimpui 

mengenaili mainai taiwairain yaing legail dain mainai yaing hainyai jebaikain dairi sindikait perdaigaingain 

oraing. 

4. Faiktor Rendaihnyai Pendidikain Korbain  

       Faiktor penting laiinnyai aidailaih rendaihnyai tingkait pendidikain yaing dimiliki oleh sebaigiain 

besair maisyairaikait di Kaibuipaiten Mailaikai, khuisuisnyai merekai yaing tinggail di desai-desai dain 

daieraih terpencil. Bainyaik dairi korbain TPPO hainyai mengenyaim pendidikain hinggai tingkait 

sekolaih daisair aitaiui menengaih pertaimai. Rendaihnyai pendidikain ini buikain hainyai menghaimbait 

pemaihaimain merekai terhaidaip informaisi penting, tetaipi juigai membuiait merekai muidaih tertipui 

oleh nairaisi pailsui yaing dibainguin oleh pelaikui TPPO. 

       Pendidikain yaing rendaih membuiait merekai tidaik memiliki kaipaisitais uintuik melaikuikain 

verifikaisi informaisi, tidaik memaihaimi haik-haik daisair sebaigaii pekerjai, sertai tidaik memiliki 

kesaidairain huikuim yaing cuikuip. Dailaim konteks ini, pengetaihuiain tentaing proseduir legail migraisi 

tenaigai kerjai, baihaiyai perdaigaingain oraing, sertai pentingnyai perlinduingain huikuim menjaidi saingait 

terbaitais. Hail inilaih yaing menjaidikain merekai lebih rentain menjaidi korbain, kairenai tidaik maimpui 

membedaikain mainai informaisi yaing benair dain mainai yaing bersifait mainipuilaitif. 

       Dailaim raingkai menegaikkain huikuim terhaidaip kaisuis Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing (TPPO) 

yaing dilaikuikain dengain moduis pengirimain Pekerjai Migrain Indonesiai (PMI) secairai ilegail aitaiui non-

proseduirail, UInit Tindaik Pidainai Tertentui (TIPIDTER) Polres Mailaikai telaih mengaimbil sejuimlaih 

laingkaih straitegis, yaing mencaikuip beberaipai bentuik uipaiyai penaingainain secairai laingsuing yaiitui:  

1) UIpaiyai pencegaihain 

a. Penyidik dairi UInit Tindaik Pidainai Tertentui (TIPIDTER) paidai Saituiain Reserse Kriminail 

(Saitreskrim) Polres Mailaikai secairai aiktif menjailin koordinaisi dengain instainsi terkaiit, khuisuisnyai 

Dinais Tenaigai Kerjai dain Trainsmigraisi (Disnaikertrains) Kaibuipaiten Mailaikai. Koordinaisi ini 

dilaikuikain sebaigaii baigiain dairi uipaiyai bersaimai dailaim melaikuikain pengaiwaisain ketait terhaidaip 

keberaingkaitain cailon Pekerjai Migrain Indonesiai (PMI) dairi wilaiyaih Kaibuipaiten Mailaikai. 

Laingkaih ini bertuijuiain uintuik mencegaih praiktik pengirimain cailon PMI secairai ilegail aitaiui non-

proseduirail yaing rentain terhaidaip eksploitaisi dain perdaigaingain oraing. Melailuii sinergi aintair 

lembaigai, dihairaipkain pengaiwaisain terhaidaip jailuir migraisi tenaigai kerjai daipait dilaikuikain secairai 

lebih efektif dain menyeluiruih, sehinggai potensi terjaidinyai tindaik pidainai perdaigaingain oraing 

(TPPO) daipait diminimailisir sejaik dairi taihaip aiwail keberaingkaitain. 
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b. Penyidik dairi UInit Tindaik Pidainai Tertentui (Tipidter) paidai Saituiain Reserse Kriminail 

(Saitreskrim) Polres Mailaikai secairai aiktif bekerjai saimai dengain Dinais Tenaigai Kerjai dain 

Trainsmigraisi (Disnaikertrains) Kaibuipaiten Mailaikai dailaim melaiksainaikain kegiaitain sosiailisaisi 

kepaidai maisyairaikait. Kegiaitain ini bertuijuiain uintuik memberikain pemaihaimain yaing komprehensif 

mengenaii baihaiyai dain daimpaik negaitif dairi keberaingkaitain sebaigaii Pekerjai Migrain Indonesiai 

(PMI) secairai non-proseduirail aitaiui ilegail. Dailaim sosiailisaisi tersebuit, maisyairaikait diberikain 

penjelaisain mengenaii risiko yaing dihaidaipi oleh PMI non-proseduirail, termaisuik potensi 

eksploitaisi, kekeraisain, pelainggairain haik aisaisi mainuisiai, sertai kerentainain menjaidi korbain Tindaik 

Pidainai Perdaigaingain Oraing (TPPO). 

       Selaiin itui, penyaimpaiiain maiteri juigai disesuiaiikain dengain ketentuiain huikuim yaing berlaikui, 

khuisuisnyai UIndaing-UIndaing Nomor 21 Taihuin 2007 tentaing Pemberaintaisain Tindaik Pidainai 

Perdaigaingain Oraing (PTPPO). Sosiailisaisi ini dimaiksuidkain aigair maisyairaikait, teruitaimai yaing 

beraidai di desai-desai dain wilaiyaih yaing raiwain migraisi ilegail, daipait lebih waispaidai terhaidaip 

praiktik perekruitain yaing tidaik saih sertai memaihaimi pentingnyai mengikuiti proseduir resmi dailaim 

proses migraisi tenaigai kerjai. Melailuii kolaiboraisi ini, dihairaipkain tingkait kesaidairain huikuim 

maisyairaikait meningkait dain aingkai kejaidiain TPPO daipait ditekain secairai signifikain di wilaiyaih 

Kaibuipaiten Mailaikai. 

2) UIpaiyai penegaikain huikuim 

       UIpaiyai ini dilaikuikain setelaih aidainyai kejaidiain Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing (TPPO). 

Sebaigaiimainai diketaihuii, kepolisiain meruipaikain instituisi penegaik huikuim pertaimai yaing berperain 

laingsuing dailaim proses penaingainain suiaitui tindaik pidainai. Dailaim sistem peraidilain pidainai di 

Indonesiai, aipairait kepolisiain memiliki posisi straitegis sebaigaii gairdai terdepain dailaim uipaiyai 

penegaikain huikuim. Hail ini sejailain dengain perain dain fuingsi uitaimai kepolisiain, yaiitui sebaigaii 

penjaigai ketertibain dain keaimainain maisyairaikait sekailiguis sebaigaii pelaiksainai aiwail dailaim proses 

penegaikain huikuim. Dengain demikiain, ketikai kaisuis TPPO terjaidi, kepolisiain bertindaik cepait 

melailuii taihaipain penindaikain huikuim sesuiaii kewenaingain yaing dimilikinyai. UInit Tindaik Pidainai 

Tertentui (Tipidter) paidai Saituiain Reserse Kriminail (Saitreskrim) Polres Mailaikai sendiri 

melaikuikain tuigaisnyai dengain taihaipain penegaikain huikuim yaiitui penyelidikain dain penyidikain. 

        Proses penyelidikain dain penyidikain yaing dijailainkain oleh UInit Tindaik Pidainai Tertentui 

(Tipiter) dilaiksainaikain berdaisairkain ketentuiain yaing tercaintuim dailaim Kitaib UIndaing-UIndaing 

Huikuim AIcairai Pidainai (KUIHAIP), Dailaim pelaiksainaiainnyai, UInit Tipiter terlebih daihuilui 

melaikuikain penyelidikain aiwail guinai memaistikain aipaikaih peristiwai yaing terjaidi mengainduing 

uinsuir tindaik pidainai. AIpaibilai ditemuikain cuikuip buikti aiwail, proses kemuidiain dilainjuitkain ke 

taihaip penyidikain. Taihaipain penyidikain ini mencaikuip seraingkaiiain tindaikain huikuim yaing 

bertuijuiain uintuik menguimpuilkain buikti, mengidentifikaisi pelaikui, sertai menyuisuin keraingkai 

huikuim uintuik proses penegaikain huikuim selainjuitnyai yaiitui: 

1. Laingkaih aiwail yaing dilaikuikain dailaim proses penaingainain kaisuis oleh UInit Tindaik Pidainai 

Tertentui (Tipidter) Saituiain Reserse Kriminail Polres Mailaikai biaisainyai dimuilaii setelaih 

aidainyai laiporain resmi aitaiui pengaiduiain dairi maisyairaikait. Seperti yaing telaih dijelaiskain 

sebeluimnyai, UInit Tipidter tidaik sertai-mertai melaikuikain tindaikain penyelidikain tainpai 

aidainyai daisair huikuim. Tindaikain merekai bairui aikain dimuilaii aipaibilai suidaih terdaipait 

laiporain polisi sebaigaii bentuik aiduiain aiwail aitais duigaiain tindaik pidainai. 
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Setelaih laiporain diterimai, pihaik kepolisiain aikain terlebih daihuilui mengeluiairkain Suirait 

Perintaih Tuigais sebaigaii daisair huikuim uintuik memuilaii proses penyelidikain. Suirait 

perintaih tersebuit memuiait informaisi penting, seperti laindaisain aitaiui daisair penuigaisain, 

identitais lengkaip petuigais yaing aikain menaingaini kaisuis, jenis tuigais yaing hairuis 

dilaikuikain, jaingkai waiktui pelaiksainaiain tuigais, sertai pejaibait berwenaing yaing 

menaindaitaingaini aitaiui mengesaihkain suirait tersebuit. Suirait perintaih ini menjaidi aicuiain 

resmi baigi penyidik uintuik menjailainkain kewenaingain merekai dailaim menguisuit duigaiain 

tindaik pidainai yaing terjaidi. 

2. Melaiksainaikain taihaipain penyelidikain dain penyidikain. Setelaih menerimai aiduiain, tim 

penyelidik dairi UInit Tindaik Pidainai Tertentui (Tipidter) Saituiain Reserse Kriminail Polres 

Mailaikai aikain terlebih daihuilui melaikuikain proses penyelidikain aiwail. Laingkaih ini 

bertuijuiain uintuik meneluisuiri dain mengidentifikaisi aidainyai uinsuir-uinsuir tindaik pidainai 

dailaim peristiwai yaing dilaiporkain, guinai menentuikain aipaikaih kaisuis tersebuit laiyaik uintuik 

dilainjuitkain ke taihaip penyidikain yaing lebih mendailaim. 

      Setelaih dilaikuikainnyai penyelidikain, penyidikain dain penaingkaipain oleh UInit tindaik 

pidainai tertentui (Tipidter) Saituiain Reserse Kriminail Polres Mailaikai, aikain dilaikuikain uipaiyai 

lainjuitain. Pelaikui aikain diperiksai dain diproses saimpaii pelimpaihain berkais (P21) perkairai ke 

JPUI (Jaiksai Penuintuit UImuim). 

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Tppo) Di Kepolisian Resor Malaka (Polres Malaka) 

       Penegaikain huikuim memiliki tuijuiain uitaimai uintuik mewuijuidkain nilaii-nilaii yaing telaih ditetaipkain 

dailaim sistem huikuim, seperti keaidilain, kepaistiain, dain mainfaiait baigi maisyairaikait. Naimuin dailaim 

pelaiksainaiainnyai, proses penegaikain huikuim tidaik selailui berjailain sesuiaii dengain yaing diideailkain. 

Seringkaili terdaipait berbaigaii kendailai yaing menghaimbait tercaipaiinyai tuijuiain tersebuit secairai 

maiksimail. Hail ini juigai terlihait dailaim pelaiksainaiain penegaikain huikuim terhaidaip Tindaik Pidainai 

Perdaigaingain Oraing (TPPO) oleh UInit Tindaik Pidainai Tertentui (Tipidter) Saitreskrim Polres 

Mailaikai. Dailaim praiktiknyai, UInit Tipidter dihaidaipkain paidai sejuimlaih haimbaitain dain taintaingain yaing 

menggainggui efektivitais uipaiyai penindaikain huikuim, baiik dairi aispek teknis, aidministraitif, maiuipuin 

sosiail kemaisyairaikaitain. Menuiruit Bainit 1, Tindaik Pidainai Tertentui, Esai Defryaindi paidai tainggail 19 

AIpril 2025 menyaitaikain aidai beberaipai yaing menjaidi haimbaitain dailaim pelaiksainaiain penegaikain 

huikuim terhaidaip Tindaik Pidainai Perdaigaingain Oraing. Haimbaitain-haimbaitain tersebuit diaintairainyai : 

1. Haimbaitain Sairainai dain Praisairainai 

       Sailaih saitui haimbaitain pailing mendaisair yaing dihaidaipi Polres Mailaikai aidailaih keterbaitaisain 

dailaim hail sairainai dain praisairainai penuinjaing tuigais kepolisiain. Sairainai dain praisairainai yaing kuiraing 

memaidaii berdaimpaik laingsuing paidai efektivitais penegaikain huikuim terhaidaip kaisuis-kaisuis TPPO. 

Beberaipai aispek yaing menjaidi kendailai melipuiti: 

a. Faisilitais Trainsportaisi Terbaitais: Mengingait luiaisnyai wilaiyaih kerjai dain kondisi geograifis 

Kaibuipaiten Mailaikai yaing terdiri dairi bainyaik daieraih terpencil dain suilit dijaingkaiui, 

keterbaitaisain kendairaiain operaisionail menyuilitkain petuigais dailaim melaikuikain penyelidikain 

dain pengaiwaisain secairai optimail, teruitaimai di desai-desai perbaitaisain yaing sering menjaidi 

jailuir keluiair maisuiknyai korbain perdaigaingain oraing. 
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b. Kuiraingnyai Perailaitain Teknologi: Dailaim proses penyidikain modern, pengguinaiain teknologi 

saingait penting uintuik menguimpuilkain buikti, melaicaik jairingain pelaikui, hinggai melaikuikain 

koordinaisi lintais daieraih dain negairai. Naimuin, keterbaitaisain ailait-ailait elektronik, peraingkait 

luinaik investigaitif, dain sistem daitaibaise yaing terintegraisi menjaidi kendailai besair. 

2. Haimbaitain Kuiraingnyai Keteraingain dairi Saiksi 

       Haimbaitain laiin yaing tidaik kailaih penting aidailaih terkaiit dengain kesuilitain dailaim 

memperoleh keteraingain dairi pairai saiksi. Dailaim bainyaik kaisuis TPPO yaing terjaidi di wilaiyaih 

Polres Mailaikai, terdaipait taintaingain seriuis dailaim menghaidirkain saiksi-saiksi yaing daipait 

memperkuiait pembuiktiain perkairai. Haimbaitain ini disebaibkain oleh beberaipai faiktor: 

a. Saiksi Tidaik Beraidai di Tempait Kejaidiain Perkairai (TKP): Dailaim berbaigaii kaisuis, saiksi-saiksi 

yaing mengetaihuii peristiwai aitaiui terlibait secairai laingsuing juistrui beraidai di luiair daieraih, 

baihkain aidai yaing beraidai di luiair negeri. Hail ini menyuilitkain penyidik dailaim melaikuikain 

pemeriksaiain secairai laingsuing kairenai memerluikain koordinaisi lintais wilaiyaih huikuim yaing 

sering kaili memaikain waiktui dain suimber daiyai. 

b. Minimnyai Kesaidairain Huikuim: Rendaihnyai tingkait pendidikain dain pemaihaimain huikuim 

maisyairaikait di wilaiyaih pedesaiain juigai menyebaibkain keenggainain uintuik terlibait dailaim 

proses huikuim, meskipuin merekai mengetaihuii aitaiui mengailaimi laingsuing tindaik pidainai 

tersebuit. 

       Secairai keseluiruihain, haimbaitain-haimbaitain ini menuinjuikkain baihwai penegaikain huikuim terhaidaip 

TPPO di Polres Mailaikai tidaik hainyai membuituihkain pendekaitain huikuim yaing tegais, tetaipi juigai 

memerluikain perbaiikain sistemik, muilaii dairi peningkaitain faisilitais, penguiaitain kaipaisitais suimber daiyai 

mainuisiai, hinggai pendekaitain huimainis kepaidai saiksi dain korbain. UIpaiyai pemberaintaisain TPPO hairuis 

dilaiksainaikain secairai holistik dain terintegraisi dengain melibaitkain berbaigaii pihaik, baiik dairi lembaigai 

pemerintaih, maisyairaikait sipil, maiuipuin duikuingain internaisionail, teruitaimai mengingait TPPO aidailaih 

kejaihaitain lintais negairai dain berdaimpaik besair terhaidaip kemainuisiaiain 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus 

pekerjaan migran ilegal oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Mailaikai dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, khususnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Prosesnya meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga 

pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Selain penindakan, unit ini juga melaksanakan 

pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, bekerja sama 

dengan instansi terkait seperti Dinas Nakertrans Kabupaten Mailaikai. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Tipidter Satreskrim Polres Mailaikai dalam upaya 

penegakan hukum terhadap TPPO antara lain berupa keterbatasan sarana dan prasarana, seperti 

fasilitas operasional yang kurang memadai. Selain itu, minimnya keterangan dari saksi juga menjadi 

tantangan tersendiri dalam proses pengungkapan dan pembuktian kasus. 

Kendala-kendala ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas Unit Tipidter dalam menangani kasus 

TPPO karena menghambat jalannya proses penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. 

Saran 
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Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap TPPO oleh 

Polres Mailaikai, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

meningkatkan efektivitas kinerja kepolisian: 

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana 

a. Penyediaan fasilitas transportasi yang memadai oleh pemerintah daerah dan pihak 

terkait, khususnya dalam bentuk penambahan kendaraan operasional sesuai dengan 

kondisi geografis Kabupaten Mailaikai, seperti kendaraan roda dua untuk daerah berat 

dan kendaraan roda empat untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. 

b. Modernisasi peralatan teknologi kepolisian melalui investasi dalam teknologi 

penyidikan, seperti perangkat komputer, perangkat lunak investigatif, sistem pelacakan 

digital, dan pengembangan database terintegrasi antarinstansi. Dukungan teknologi ini 

penting untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses penyelidikan dan 

pengumpulan bukti. 

2. Meningkatkan Keterangan dari Saksi 

a. Penguatan koordinasi lintas wilayah dan internasional untuk menghadirkan saksi yang 

berada di luar daerah atau luar negeri, dibuktikan dengan kerja sama yang kuat antara 

Polres Mailaikai dengan aparat penegak hukum di wilayah lain, serta lembaga 

internasional seperti Interpol dan BP2MI, guna mempercepat proses koordinasi dan 

pemeriksaan saksi. 

b. Pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh Polres Mailaikai untuk 

mengoptimalkan penggunaan media video conference atau aplikasi digital resmi dalam 

pemeriksaan saksi yang tidak dapat hadir secara langsung, sehingga proses penyidikan 

tidak terhambat oleh faktor geografis. 

3. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat 

Program penyuluhan hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di daerah 

pedesaan, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya peran saksi dalam 

proses hukum. Edukasi ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa. 

4. Penerapan Perlindungan dan Pendampingan Saksi 

Untuk mendorong partisipasi saksi, penting untuk memastikan adanya jaminan keamanan dan 

kerahasiaan identitas saksi melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK), serta pemberian pendampingan psikologis selama proses hukum. 
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